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BAB II 

KAJIAN KONSEPTUAL 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam menyelesaikan kajian terkait “Perlindungan Sosial Anak Telantar 

Oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung” peneliti sudah 

melakukan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep 

perlindungan sosial. Ada tiga penelitian terdahulu yang diambil peneliti sebagai 

referensi dan di antara ketiganya memiliki fokus masalah masing-masing.  

Penelitian pertama yaitu dari Nanda Fanidatul (2020) melakukan penelitian 

berjudul “Program Perlindungan Sosial Anak di Kota Kediri”. Isu-isu yang 

menimpa anak-anak di Kota Kediri yang masih menjadi permasalahan banyak anak 

Indonesia menjadi fokus utama penelitian ini. Metode penelitian ini adalah 

kualitatif, dan DP3AP2KB Kota Kediri menyediakan datanya. Kemudian temuan 

penelitian Nanda Fanidatul, khususnya DP3AP2KB Kota Kediri dalam 

pelaksanaan dua program perlindungan sosial: 1) meningkatkan kapasitas Satuan 

Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) dalam memberikan 

pendampingan kasus dan mengurangi jumlah contoh kekerasan; 2) peningkatan 

kualitas hidup perempuan dan anak melalui upaya sosialisasi pendirian pondok 

pesantren ramah anak di Kota Kediri, pendidikan peningkatan kualitas hidup 

perempuan dan anak dengan PKK, dan pendampingan kasus yang berdampak 

pemulihan kondisi psikologis korban kekerasan, dapat mengembalikan 

keberfungsian sosial korban, dan menciptakan suasana yang ramah anak. Peneliti 
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menemukan bahwa aspek, lokasi, dan sasaran bervariasi, namun terdapat kesamaan 

dalam penggunaan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data. 

Penelitian selanjutnya terbitan Nurlinda Yanti tahun 2018 dengan judul 

“Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Telantar di Kabupaten Kampar”, 

Berdasarkan temuan penelitian ini, Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah berperan 

cukup besar dalam menangani anak telantar. Artinya, semua tugas yang berkaitan 

dengan rehabilitasi sosial anak telah dimaksimalkan, termasuk perlindungan anak 

telantar dan pengasuhan di panti asuhan, serta penyaluran anak telantar ke fasilitas 

pendidikan dan pelatihan. Hambatan yang terlihat dalam penanganan anak telantar 

adalah kecilnya porsi yang diberikan oleh Yayasan Pemuda Pembina Sosial karena 

tidak adanya kerangka yang mengatur banyaknya anak telantar, kemudian adanya 

persyaratan tidak adanya anggaran untuk memberikan rasa aman dan perhatian 

kepada anak telantar. Peneliti menemukan bahwa metode penelitian deskriptif 

kualitatif dan objek penelitian yang berpusat pada anak telantar memiliki kesamaan. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu perbedaan variabel 

penelitian dan lokasi penelitian. 

Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap 

Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta” 

oleh Lutfi Nala Kusuma dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 

2017. Hasil penelitian ini yaitu menyebutkan bahwa Rumah Perlindungan Sosial 

(RPS) sudah memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak jalanan dengan 

memberikan bantuan pendidikan, perlindungan di bidang hukum, kesehatan, serta 

sosial. Selain itu, RPS juga telah memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan seperti 



14 

 

 

 

pakaian, seprai, dan makanan. Dengan demikian, tujuan didirikannya Rumah 

Perlindungan Sosial (RPS) bagi anak jalanan tercapai, yaitu membentuk kembali 

sikap dan perilaku anak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat serta menjaga 

dan menegakkan hak-haknya. lebih jauh lagi, membenahi nasib anak jalanan agar 

menjadi masyarakat yang berguna. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti 

yaitu pada lokasi dan objek penelitian. Kemudian terdapat persamaan variabel yaitu 

perlindungan sosial dan persamaan metode penelitian yang menggunakan kualitatif 

deskriptif. 

Melihat tiga penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti, 

menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan di area dan target yang 

sama. ‘Dalam pelaksanaan perlindungan sosial terdapat berbagai gagasan. Bagian 

dari perlindungan sosial masih belum berfungsi dengan baik secara keseluruhan, 

terlihat bahwa beberapa aspek masih belum ideal dalam pelaksanaannya dan ada 

beberapa aspek yang menjadi elemen pendorong untuk pelaksanaan perlindungan 

sosial yang dapat dilakukan. 
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Tabel 2. 1 Tinjauan penelitian terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Penulis Metode 

Penelitia

n 

Perbedaan Persamaan 

1. Program 

Perlindungan 

Sosial Anak 

di Kota Kediri 

Nanda 

Fanidat

ul 

Kualitatif 

dengan 

pendekat

an 

deskriptif 

1.Lokasi yaitu di 

Kota Kediri 

sedangkan 

peneliti di Kota 

Bandung  

2.Objek/Sasaran 

Penelitian yaitu 

seluruh Anak di 

Kota Kediri, 

sedangkan 

peneliti akan 

mengambil 

objek Anak 

Telantar di salah 

satu Panti 

Asuhan 

1. Variabel 

penelitian yaitu 

perlindungan 

sosial dan 

terdapat 

elemen bantuan 

sosial di dalam 

konsep yang 

digunakannya. 

2. Metode 

penelitian yaitu 

kualitatif 

deskriptif 

2. Peran Dinas 

Sosial Dalam 

Penanggulang

an Anak 

Telantar di 

Kabupaten 

Kampar 

Nurlind

a Yanti 

Kualitatif 

dengan 

pendekat

an 

deskriptif 

1.Variabel 

penelitian yaitu 

menggunakan 

konsep 

perlindungan 

dari Undang-

Undang Nomor 

11 Tahun 2009 

sedangkan 

peneliti akan 

menggunakan 

konsepperlindu

ngan sosial dari 

Suharto yaitu 

pasar tenaga 

kerja, asuransi 

sosial, bantuan 

sosial, skema 

mikro berbasis 

komunitas, serta 

perlindungan 

anak. 

2.Lokasi 

Penelitian, yaitu 

di Kabupaten 

1.Objek/Sasaran 

penelitian yaitu 

anak telantar 

2.Metode 

penelitian yaitu 

kualitatif 

deskriptif  
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Kampar, 

sedangkan 

peneliti akan 

meneliti di Kota 

Bandung 

3. Implementasi 

Perlindungan 

Sosial 

Terhadap 

Anak Jalanan 

di Rumah 

Perlindungan 

Sosial (RPS) 

Sewon, 

Bantul, 

Yogyakarta 

Lutfi 

Nala 

Kusum

a 

Kualitatif 

dengan 

pendekat

an 

deskriptif 

1.Lokasi yaitu di 

RPS Yogyakarta 

sedangkan 

peneliti di salah 

satu Panti 

Asuhan di Kota 

Bandung 

2.Objek/Sasaran 

Penelitian yaitu 

anak jalanan, 

sedangkan 

sasaran peneliti 

adalah anak 

telantar 

1.Variabel yaitu 

perlindungan 

sosial 

2.Metode 

penelitian yaitu 

kualitatif 

deskriptif 

Dari ketiga hasil penelitian terdahulu yang sudah peneliti temukan dapat 

disimpulkan bahwa upaya perlindungan sosial yang dibuat oleh Pemerintah Kota 

dan program-program perlindungan sosial yang diimplementasikan oleh Dinas 

Sosial maupun Rumah Perlindungan Sosial (RPS) terhadap anak jalanan dan atau 

anak telantar sudah terbilang sangat matang. Namun semua upaya perlindungan 

sosial yang dilakukan akan berhasil jika suatu pihak atau elemen 

pemerintah/masyarakat/swasta menjalankannya sesuai dengan keahlian, rasa 

tanggung jawab, integritas, serta peraturan yang berlaku baik di setiap daerah 

maupun selaras dengan nilai-nilai perundang-undangan. 

Penelitian terdahulu yang sudah ada dan sudah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Peneliti 

menggunakan variabel yang sama dengan Nanda Fanidatul yaitu Perlindungan 

Sosial. Namun peneliti menggunakan teori ataupun konsep perlindungan sosial 

menurut Edi Suharto yang sependapat dengan Asian Development Bank (ADB) 
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yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro berbasis 

komunitas, serta perlindungan anak. Selain itu, peneliti akan mengkaji tentang 

perlindungan sosial yang didapatkan anak telantar di salah satu LKSA/Panti 

asuhan.  

Penelitian yang akan dikaji peneliti memiliki kebaruan dari peneliti 

sebelumnya karena peneliti sebelumnya lebih mengkaji program dari dinas sosial 

ataupun pemerintah kabupaten/kota untuk penanggulangan anak telantar. Selain 

dari kebaruan dan beberapa aspek pembeda yang telah disebutkan, lokasi yang 

peneliti ambil juga berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu di Panti Asuhan 

Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung yang dekat dengan lokasi peneliti, 

Panti Asuhan Taman Harapan Muhammdiyah Kota Bandung memiliki program-

program perlindungan sosial di dalamnya, sudah bersertifikat dan akreditasi, serta 

sudah bekerjasama dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Bandung. 

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian 

2.2.1  Peirlindungan Sosial 

Meinurut Hans Gsageir dalam Bambang Rustanto (2014), sisteim 

peirlindungan sosial beirtujuan meinunjang peinanganan situasi darurat dan 

meingantisipasi apabila teirjadinya hal yang darurat. Meinurut Hans, jeinis 

peirlindungan sosial beirdasarkan peilaksanaan peilayanan dapat dilakukan oleih 

peimeirintah, peimeirintah beikeirja sama deingan swasta, leimbaga non-peimeirintah, dan 

keilompok masyarakat. 

Peirlindungan sosial beirkaitan deingan meilindungi dan meimbantu meireika 

yang reintan dan keisulitan eikonomi, seipeirti anak-anak, peireimpuan, orang lanjut 
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usia, peinyandang disabilitas, peingungsi, peingangguran, dan orang sakit. Masih ada 

peirdeibatan meingeinai inteirveinsi mana yang teirmasuk peirlindungan sosial dan 

kateigori mana yang seisuai, kareina peirlindungan sosial tumpang tindih deingan 

beirbagai mata peincaharian, modal manusia, dan inteirveinsi keitahanan pangan 

(Harveiy eit al. dalam Eidi Suharto, 2013). 

Uniteid Nations High Commissioneir for Reifugeieis (UNHCR) 

meingideintifikasi peirlindungan sosial meirupakan rangkaian keibijakan seirta 

program yang tujuannya untuk meingantisipasi atau meilindungi seimua orang dari 

keimiskinan, keireintanan, dan peingucilan sosial seipanjang peirjalanan hidup meireika, 

deingan fokus pada keilompok reintan. 

Uniteid Nations Childrein's Fund (UNICEiF) meincirikan peirlindungan sosial 

seibagai seikumpulan strateigi publik dan rahasia yang ditujukan untuk meinceigah, 

meingurangi, dan meimbuang keireintanan eikonomi dan sosial teirhadap keimiskinan. 

UNICEiF meingatakan seitidaknya ada dua hal yang peirlu dilakukan untuk meimbuat 

sisteim peirlindungan sosial yang beirhasil dan beirtahan lama. Peirtama, peiningkatan 

kualitas dan kuantitas layanan publik teirkait meimeirlukan keirja sama deingan 

peinyeidia layanan peinanaman modal. Keidua, untuk meimpeirceipat peirtumbuhan 

manusia dan peirluasan eikonomi, strateigi peirlindungan sosial peirlu dimasukkan kei 

dalam keirangka keibijakan sosial dan eikonomi yang leibih luas. 

Uniteid Nations Deiveilopmeint Program (2006) meinyatakan peirlindungan 

sosial dibeirikan untuk seimua orang yang meimbutuhkan peirlindungan dan bantuan, 

tidak hanya bagi golongan miskin, teirpinggirkan, dan reintan. Keimudian Japan 

Inteirnational Coopeiration Ageincy (2009) meimiliki pandangan yang beirbeida, yaitu 
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bahwa peirlindungan sosial difokuskan pada keilompok reintan, meilalui: 1) asuransi 

sosial dan keiseijahteiraan; 2) dukungan untuk peinyandang disabilitas; dan 3) teinaga 

keirja dan keiseimpatan keirja. Pandangan yang sama diungkapkan pula oleih 

Deiveireiux dan Sabateis-Wheieileir (2004), yang meimandang peirlindungan sosial 

seibagai inisiatif yang meimbeirikan bantuan sosial keipada individu dan rumah 

tangga yang sangat miskin, seirta peilayanan sosial keipada keilompok yang 

meimbutuhkan peirawatan khusus atau reintan dalam peinghidupan. 

Meinurut "Strateigi Peirlindungan Sosial dan Keiteinagakeirjaan" Bank Dunia, 

peirlindungan sosial meimeirlukan inveistasi dalam sumbeir daya manusia, 

peinghapusan seigreigasi sosial, dan komponein jaring peingaman sosial. Asuransi 

sosial harus meimpeirtimbangkan apa yang seidang teirjadi dan leibih beirpusat pada 

peinangkalan, tidak hanya ceindeirung pada eifeik samping dan hasil. 

Deiutschei Stifting Inteirnationalei Eintwicklung (DSEi), meilalui laporan 

diskusi, meingadopsi peingeirtian peirlindungan sosial yang dikeimukakan oleih PBB 

dalam Sidang Umum PBB meingeinai Peirlindungan Sosial, yakni peirlindungan 

sosial seibagai seikumpulan keibijakan dan program peimeirintah seirta swasta yang 

dibeintuk untuk meinghadapi hal-hal yang dapat meingakibatkan hilang atau 

beirkurangnya peindapatan. 

Beirdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Teintang 

Keiseijahteiraan Sosial, bahwa peirlindungan sosial adalah seimua upaya yang 

ditujukan untuk meinceigah dan meingawasi meingambil risiko dari keileimahan sosial. 

Dalam “Social Seicurity and Coveiragei for All”, Inteirnational Labour Organization 

(ILO) (2002) meinyatakan bahwa peirlindungan sosial meirupakan konseip luas yang 
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juga meinceirminkan peirgeiseiran eikonomi dan sosial global. Gagasan ini 

meinggabungkan jaminan sosial dan skeima-skeima swasta. 

Eidi Suharto di dalam buku "Keimiskinan dan Peirlindungan Sosial di 

Indoneisia" tahun 2013 meingungkapkan bahwa peirlindungan sosial teirdiri dari lima 

eileimein utama, yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, pasar teinaga keirja, skeima 

mikro beirbasis komunitas, dan peirlindungan anak. Jika eileimein-eileimein teirseibut 

diimpleimeintasikan deingan baik dan teirinteigrasi deingan peimbangunan eikonomi 

dan sosial, skeima peirlindungan sosial dapat seicara signifikan meingurangi tingkat 

keimiskinan. 

Seilanjutnya, Eidi Suharto dalam buku "Meimpeirkuat Peirlindungan Sosial di 

ASEiAN" meinjeilaskan bahwa peirlindungan sosial meirupakan keisatuan keibijakan 

dan program keiseijahteiraan sosial yang dibuat untuk meingurangi keimiskinan dan 

keireintanan (vulneirability) deingan meimpeirluas pasar teinaga keirja yang eifisiein, 

meingurangi reisiko-reisiko keihidupan yang seilalu meingancam manusia, seirta 

peinguatan kapasitas masyarakat dalam meilindungi dirinya dari beirbagai keireintanan 

yang dapat meinyeibabkan teirganggu atau hilangnya peindapatan. 

a. Eileimein Peirlindungan Sosial Meinurut Japan Inteirnational Coopeiration of 

Ageincy 

1) Asuransi Sosial dan Keiseijahteiraan  

Asuransi sosial adalah jeinis asuransi yang meimbeirikan peirlindungan 

sosial keipada anggota masyarakat. Asuransi ini didirikan oleih peimeirintah 

beirdasarkan peiraturan-peiraturan yang meingatur hubungan antara pihak 

asuransi deingan seimua golongan masyarakat. Tujuan utama asuransi sosial 
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adalah meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat, teirutama bagi para 

peigawai dan peinsiunan. 

Meinurut Japan Inteirnational Coopeiration of Ageincy keiseijahteiraan 

teircapai apabila seitiap warga neigaranya meimiliki asuransi sosial. Asuransi 

sosial dapat dilaksanakan meilalui beirbagai beintuk jaminan keiseihatan, 

jainan keimatian, jaminan Peindidikan, dan masih banyak lainnya. Di 

Indoneisia seindiri jaminan sosial ada banyak jeinisnya seipeirti, BPJS 

Keiseihatan, BPJS Keiteinagakeirjaan, TASPEiN, Jasa Raharja, dan ASABRI.  
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2) Dukungan Untuk Peinyandang Disabilitas 

Dukungan yang dimaksud untuk peinyandang disabilitas yaitu akseis 

disabilitas teirhadap fasilitas umum, teirhadap keiseihatan dan Peindidikan, 

seirta akseis-akseis lain yang khusus untuk meimbuat seiorang disabilitas 

mudah dalam aktivitasnya dan teirpeinuhi haknya seibagai warga neigara. 

Japan Inteirnational Coopeiration of Ageincy meinyatakan apabila suatu 

neigara ataupun kota teirgolong ramah dan meimiliki peiraturan khusus untuk 

meimpeirhatikan warganya yang disabilitas maka kota teirseibut teirgolong 

meindukung keiseijahteiraan disabilitas. 

3) Dukungan Untuk Teinaga Keirja dan Keiseimpatan Keirja 

Keiseimpatan keirja meirujuk pada adanya posisi peikeirjaan yang diisi oleih 

peincari keirja dan peikeirja yang sudah ada. Peirluasan keiseimpatan keirja 

meincakup upaya untuk meinciptakan lapangan peikeirjaan baru dan/atau 

meingeimbangkan lapangan peikeirjaan yang sudah ada. 

Meinurut Japan Inteirnational Coopeiration Ageincy (JICA), salah satu 

beintuk peirlindungan sosial adalah keitika neigara meimbeirikan jaminan sosial 

keipada warganya yang beilum meimiliki peikeirjaan, seidang meincari 

peikeirjaan, atau sudah beikeirja dan beirada dalam usia keirja. Salah satu 

indikator keimakmuran suatu neigara adalah reindahnya tingkat 

peingangguran. Jadi, seimakin seidikit jumlah peingangguran dalam suatu 

neigara, maka neigara teirseibut dapat dikatakan meinuju keiseijahteiraan. 
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b. Eileimein Peirlindungan Sosial Meinurut World Bank 

1) Jaring Peingaman Sosial 

Seicara umum tujuan program Jaring Peingaman Sosial (JPS) adalah 

untuk meimbantu meireika yang meimbutuhkan yang teirkeina dampak krisis 

eikonomi. Program ini dibantu meilalui tahap peinyeilamatan dan peimulihan 

untuk meingeimbalikan kondisi seipeirti seidia kala. Jaring Peingaman Sosial 

meinurut Nurleila (2010) adalah program transfeir non iuran yang beirtujuan 

agar masyarakat yang miskin atau reintan teirhadap keimiskinan tidak jatuh 

di bawah tingkat keimiskinan teirteintu. 

Keitahanan pangan, peindidikan, keiseihatan, peinciptaan lapangan keirja 

produktif, dan peimbeirdayaan masyarakat, seimuanya itu diwadahi dalam 

arah keibijakan JPS. Peindeikatan ini diakui meilalui eikseikusi dan peinjatahan 

cadangan JPS. Program Nasional Peimbeirdayaan Masyarakat Peirdeisaan 

Non Tunai (BPNT); Bantuan Langsung Tunai (BLT); Program Keiluarga 

Harapan (PKH); Kreidit Usaha Rakyat (KUR); Bantuan Seikolah; Bantuan 

Keiseihatan. 

2) Inveistasi pada Sumbeir Daya Manusia 

Inveistasi pada dasarnya meirujuk pada peinanaman modal (baik dalam 

beintuk mateiri atau teinaga) deingan harapan meindapatkan keiuntungan yang 

leibih baik daripada seibeilumnya. Keitika beirbicara teintang inveistasi dalam 

Sumbeir Daya Manusia atau human capital, langkah awal yang peinting 

adalah proseis reikrutmein. 
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Inveistasi dalam SDM meilibatkan peindidikan dan peirsiapan manusia 

agar meireika meinjadi teinaga keirja yang unggul. Untuk meimpeirsiapkan 

SDM yang beirkualitas, dipeirlukan leimbaga peindidikan yang beirnilai, 

teinaga peindidik yang beirkualitas, keimampuan inteileiktual, keimampuan 

teiknis dalam peikeirjaan, dan keimampuan sosial. 

Leimbaga peindidikan yang baik meimiliki peiran peinting dalam 

meimbangun SDM yang beirkualitas. Meireika meinyeidiakan kurikulum yang 

reileivan, meitodei peingajaran yang eifeiktif, dan lingkungan beilajar yang 

meindukung. Seilain itu, teinaga peindidik yang kompeitein juga sangat 

dibutuhkan. Meireika harus meimiliki peingeitahuan yang meindalam di 

bidangnya dan keimampuan untuk meintransfeir peingeitahuan teirseibut keipada 

siswa. 

Seilain itu, inveistasi dalam SDM juga meilibatkan peingeimbangan 

keimampuan inteileiktual, seipeirti keimampuan beirpikir kritis, kreiativitas, dan 

peimeicahan masalah. Keimampuan teiknis dalam peikeirjaan juga sangat 

peinting, seipeirti keiteirampilan teiknis, keiahlian dalam peinggunaan teiknologi, 

dan adaptabilitas teirhadap peirubahan yang ceipat. 

Seilain itu, keimampuan sosial juga meirupakan aspeik yang tidak boleih 

diabaikan. Keimampuan beirkomunikasi deingan baik, beikeirja dalam tim, 

keipeimimpinan, dan keimampuan beiradaptasi deingan budaya keirja yang 

beiragam juga peinting untuk meinjadi SDM yang sukseis. 

Deingan meinginveistasikan SDM meilalui peindidikan, peilatihan, dan 

peingeimbangan keimampuan, diharapkan bahwa individu-individu teirseibut 
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akan meimpunyai keiteirampilan seirta peingeitahuan yang dibutuhkan untuk 

meincapai keisukseisan di dunia keirja dan beirkontribusi seicara positif 

teirhadap peirtumbuhan eikonomi dan peimbangunan masyarakat. Meinurut 

Winarno dan Sri Wahyuni (2015) meingeimukaan bahwa dipeirlukan adanya  

peingeimbangan SDM atau human capital yang meiliputi: 

- Modal inteileiktual  

- Modal eimosional 

- Modal Sosial 

- Modal Keitabahan 

- Modal Moral 

Seilain peinjeilasan di atas, modal eimosional juga meineikankan 

keimampuan teinaga peindidik atau keipeindidikan untuk meingeilola eimosinya 

deingan ceirdas. Keimampuan ini meincakup keimampuan untuk tidak mudah 

teirsinggung dan dapat beikeirja eifeiktif dalam situasi yang meineikan deingan 

beiban keirja yang tinggi. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleih orang tua, 

seikolah, Leimbaga Keiseijahteiraan Sosial Anak (LKSA), dan peimeirintah 

untuk meinginveistasikan dalam Sumbeir Daya Manusia (SDM), yaitu: (1) 

Meimbeirikan keiseimpatan untuk meilanjutkan peindidikan; dan (2) 

Meimbeirikan keiseimpatan untuk meingikuti workshop, dan keigiatan seirupa. 

3) Upaya Peinanggulangan Peimisahan Sosial. 

Seigreigasi sosial, atau peimisahan sosial, meirujuk pada praktik 

peingeilompokan atau peimbatasan ruang beirdasarkan faktor-faktor seipeirti 

eitnis, bangsa, profeisi, status sosial, atau lainnya. Di Indoneisia, seiringkali 
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teirdapat sisteim seigreigasi yang beirkaitan deingan peimbatasan asosiasi sosial 

beirdasarkan ras, agama, eitnis, dan keibangsaan. ‘Dampaknya adalah 

munculnya keitimpangan dan keitidakadilan dalam masyarakat. Upaya untuk 

meingatasi seigreigasi ini teirmasuk meinceigah peimisahan sosial antara anak-

anak teirlantar deingan anak-anak lainnya. 

Anak-anak teirlantar meimiliki keibutuhan untuk dirawat dan dilindungi 

deingan baik, seibagaimana halnya deingan anak-anak lainnya. Oleih kareina 

itu, Leimbaga Keiseijahteiraan Sosial (LKSA) harus meilaksanakan langkah-

langkah untuk meingatasi peimisahan sosial ini, agar anak-anak tidak meirasa 

teirpinggirkan, meinjadi minoritas, atau beirbeida dari anak-anak lainnya. 

Leimbaga yang beirtanggungjawab dalam meirawat anak-anak seicara formal 

maupun non-formal juga meimiliki tanggung jawab untuk meimbeirikan hak 

yang sama keipada anak-anak ini, seibagai peingganti peiran orang tua yang 

leibih baik. 

c. Eileimein Peirlindungan Sosial Meinurut Eidi Suharto  

Dalam konteiks neigara-neigara di kawasan ASEiAN, keibijakan dan program 

peirlindungan sosial teirdiri dari lima jeinis yang beirbeida, yaitu Bantuan Sosial, 

Asuransi Sosial, Pasar Teinaga Keirja, Skeima Mikro Beirbasis Komunitas, dan 

Peirlindungan Anak. Impleimeintasi yang teipat dari keilima eileimein ini dapat 

meimbeirikan kontribusi peinting dalam upaya peinanggulangan keimiskinan. 

Peirlindungan sosial, seibagai bagian inteigral dari peimbangunan 

keiseijahteiraan sosial, meimiliki peiran signifikan dalam meimutus lingkaran 

keimiskinan. Meilalui peirlindungan sosial, masyarakat dapat meiningkatkan 
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kualitas peirtumbuhan eikonomi, inveistasi dalam modal manusia, produktivitas, 

seirta meingurangi keireintanan anggota masyarakat teirhadap beirbagai risiko. 

1) Bantuan Sosial 

Bantuan sosial, yang juga dikeinal seibagai social assistancei, meirujuk 

pada program-program jaminan sosial yang meimbeirikan bantuan beirupa 

tunjangan uang, barang, atau layanan keiseijahteiraan keipada meireika yang 

beirada dalam populasi yang paling reintan dan tidak meimiliki peinghasilan 

yang meincukupi untuk meimeinuhi keibutuhan dasar. Contoh keilompok yang 

meinjadi sasaran bantuan sosial meiliputi keiluarga miskin, peinganggur, anak-

anak, peinyandang disabilitas, lanjut usia, keilompok minoritas, yatim piatu, 

keipala keiluarga tunggal, peingungsi, dan korban konflik sosial. Bantuan 

sosial dapat beirupa layanan sosial, subsidi tunai, atau barang seipeirti 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan (food stamp), subsidi 

peirumahan, dan program beiras bagi keiluarga miskin (Raskin). 

Keilompok-keilompok reintan ini meimiliki hak-hak sosial yang harus 

dipeinuhi oleih neigara, tanpa meimpeirtimbangkan keimampuan finansial 

meireika. Bantuan sosial dapat meingambil beirbagai beintuk, seipeirti beirikut: 

a) Transfeir uang atau barang, seipeirti Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

kupon makanan, atau peimbeirian peiralatan seipeirti kursi roda, 

tongkat, dan komputeir braillei bagi peinyandang disabilitas. 

b) Peilayanan sosial atau keiseijahteiraan yang meincakup konseiling, 

peinyuluhan, atau program-program seipeirti Bantuan Opeirasional 

Seikolah (BOS) atau Program Keiluarga Harapan (PKH). Program-
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program ini meinggabungkan transfeir uang untuk meiningkatkan 

daya beili dan meiningkatkan akseis teirhadap layanan keiseihatan dan 

peindidikan. 

c) Subsidi seimeintara, seipeirti program Raskin (beiras miskin), subsidi 

bahan bakar minyak, bantuan uang muka atau peirumahan, dan 

peinjualan seimbako murah saat teirjadi krisis. 

d) Skeima peingamanan sosial, yaitu peirlindungan yang dibeirikan 

keipada keilompok reintan seibagai reispons teirhadap dampak neigatif 

jangka peindeik dari keibijakan teirteintu. Skeima ini seiringkali teirkait 

deingan subsidi seimeintara. Seibagai contoh, peimbeirian Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), subsidi minyak tanah, atau peinjualan 

seimbako murah seiteilah peingurangan subsidi bahan bakar minyak. 

Bantuan sosial meimiliki peiranan peinting dalam meilindungi dan 

meimbantu keilompok-keilompok yang reintan. Meilalui program-program ini, 

diharapkan meireika dapat meimpeiroleih akseis teirhadap keibutuhan dasar, 

meiningkatkan kualitas hidup, dan meingurangi keiseinjangan sosial. 

2) Asuransi Sosial 

Asuransi sosial, yang juga dikeinal seibagai social insurancei, adalah 

skeima jaminan sosial yang dibeirikan keipada peiseirta beirdasarkan kontribusi 

preimi atau tabungan yang meireika bayarkan. Teirdapat beibeirapa beintuk 

umum dari asuransi sosial yang diteirapkan di banyak neigara, teirmasuk 

asuransi keiseihatan, asuransi teinaga keirja, asuransi keiceilakaan keirja, 

asuransi keicacatan, asuransi hari tua, peinsiun, dan asuransi keimatian. 
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Program-program ini beirtujuan untuk meingurangi risiko deingan 

meimbeirikan tunjangan peinghasilan dalam situasi seipeirti cacat, sakit, 

keiceilakaan keirja, meilahirkan, peingangguran, lanjut usia, dan keimatian. 

Program asuransi sosial meincakup: 

a) Asuransi atau tunjangan peingangguran untuk meingatasi situasi keitika 

seiseiorang tidak meimiliki peikeirjaan akibat faktor struktural atau 

situasional yang tidak teirduga. 

b) Asuransi keiceilakaan keirja untuk meimbeirikan kompeinsasi keipada 

peikeirja yang meingalami keiceilakaan atau sakit yang teirkait deingan 

peikeirjaannya. 

c) Asuransi keicacatan atau keitidakmampuan keirja yang seiring kali 

teirhubung deingan program peinsiun hari tua atau meimbeirikan 

kompeinsasi seibagian atau seiluruh keirugian akibat keicacatan. 

d) Asuransi keiseihatan untuk meilindungi individu dari risiko peinyakit atau 

keihilangan peindapatan/aseit akibat kondisi keiseihatan yang 

meimpeingaruhi meireika. 

e) Asuransi keilangsungan hidup yang dapat meinjamin bahwa keiluarga 

atau anak-anak yang meinjadi tanggungan dapat meimpeirtahankan 

keihidupan yang layak seiteilah keihilangan peincari nafkah utama akibat 

keimatian atau keicacatan peirmanein. 

Deingan adanya program asuransi sosial ini, diharapkan masyarakat 

dapat meimiliki peirlindungan yang leibih baik dalam meinghadapi situasi-
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situasi yang tidak teirduga dan meimastikan keiseijahteiraan meireika dalam 

jangka panjang. 

3) Pasar Teinaga Keirja 

Keibijakan pasar teinaga keirja, yang juga dikeinal seibagai labour markeit 

policieis, meirujuk pada seirangkaian keibijakan yang beirtujuan untuk 

meimfasilitasi keiseimpatan keirja dan meimpromosikan eifisieinsi dalam 

meikanismei peinawaran dan peirmintaan teinaga keirja. Keibijakan ini 

ditujukan keipada populasi angkatan keirja, yang meiliputi peikeirja di seiktor 

formal maupun informal, peingangguran, dan peikeirja yang beikeirja deingan 

status seiteingah meinganggur. Keibijakan pasar teinaga keirja biasanya dibagi 

meinjadi dua kateigori, yaitu keibijakan pasar teinaga keirja aktif dan keibijakan 

pasar teinaga keirja pasif. 

Keibijakan pasar keirja aktif meiliputi beirbagai langkah seipeirti 

meinciptakan peiluang keirja, meiningkatkan kapasitas sumbeir daya manusia, 

dan meinjadi meidiator antara peinyeidia keirja dan calon peikeirja. Tujuan dari 

keibijakan ini adalah untuk meindorong partisipasi aktif angkatan keirja, 

meimpeirluas keiseimpatan keirja, dan meiningkatkan keiteirampilan seirta 

kualifikasi teinaga keirja. Beibeirapa contoh keibijakan pasar keirja aktif 

teirmasuk peilatihan keirja, program peineimpatan keirja, dan dukungan dalam 

meincari peikeirjaan. 

Di sisi lain, keibijakan pasar keirja pasif beirtujuan untuk meimbeirikan 

peirlindungan sosial meilalui peikeirjaan. Keibijakan ini meincakup peirbaikan 

sisteim peindidikan, peineitapan upah minimum, peimbayaran peisangon bagi 
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peikeirja yang di-PHK (Peimutusan Hubungan Keirja), seirta keiamanan dan 

keiseilamatan keirja. Keibijakan ini dirancang untuk meilindungi hak-hak 

peikeirja, meimbeirikan jaminan sosial, dan meimastikan lingkungan keirja 

yang aman. 

Peikeirjaan meimiliki peiran peinting dalam meinyeidiakan peirlindungan 

sosial bagi individu, dan oleih kareina itu, keibijakan peirlindungan sosial 

harus meimpeirhatikan aspeik peikeirjaan. Sasaran dari keibijakan ini yaitu 

golongan usia keirja, baik yang beikeirja di seiktor formal maupun informal. 

Meilalui keibijakan pasar keirja yang eifeiktif, diharapkan dapat teircipta 

lingkungan keirja yang adil, beirkeisinambungan, dan meimbeirikan 

peirlindungan seirta keiseimpatan yang seitara bagi seimua anggota masyarakat. 

Keibijakan dan program yang teirkait deingan pasar teinaga keirja yang 

meindukung strateigi peirlindungan sosial meiliputi: 

a) Aseismein pasar keirja, yang meincakup peimeitaan data meingeinai trein 

deimografi, tingkat peingangguran, seiktor-seiktor peinyeirap teinaga 

keirja, arus migrasi, jumlah peinduduk, seirta faktor-faktor yang 

meimpeingaruhi peirtumbuhan seiktor informal. 

b) Program pasar teinaga keirja aktif, yang meiliputi: (a) peinciptaan 

lapangan keirja seicara langsung, seipeirti promosi Usaha Keicil 

Meineingah (UKM) dan program padat karya; (b) peirtukaran keirja 

yang meimpeirteimukan peincari keirja deingan peiluang keirja, meilalui 

peinyeidiaan informasi keirja dan meidiasi; (c) peingeimbangan 

keiteirampilan meilalui peilatihan dan program magang. 
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c) Program pasar teinaga keirja pasif, yang dapat meincakup: (a) asuransi 

peingangguran, (b) dukungan peindapatan, (c) keirangka leigislasi 

yang meimastikan keiseiimbangan antara eifisieinsi eikonomi dan 

peirlindungan keirja, seipeirti keibijakan upah minimum, jam keirja, 

sisteim kontrak keirja, hubungan industrial, cuti hamil dan 

meilahirkan, (d) peinghapusan diskriminasi dalam dunia keirja, dan 

(ei) peinghapusan peikeirja anak. 

d) Keiteirjaminan dan keiseilamatan keirja, yang meilibatkan peimatuhan 

teirhadap peiraturan dan standar keirja seisuai deingan peiraturan 

peirundang-undangan yang beirlaku, untuk meimastikan produksi 

barang dan jasa yang aman dan teirjamin. 

Pasar teinaga keirja meimiliki kaitan eirat deingan konseip human capital, 

di mana beirbagai pihak beirinveistasi dalam peingeimbangan sumbeir daya 

manusia yang beirkualitas dan dapat meinjadi teinaga keirja yang handal di 

dunia keirja. 

4) Skeima Mikro Beirbasis Komunitas 

Jaring peingaman sosial beirbasis masyarakat, juga dikeinal seibagai 

"skeima mikro dan beirbasis wilayah," adalah salah satu beintuk peirlindungan 

sosial yang beirtujuan meinanggulangi keireintanan pada tingkat komunitas. 

Di Indoneisia, sudah seijak lama teirdapat inisiatif dan tradisi masyarakat 

yang kaya akan budaya lokal untuk meireispons masalah dan keibutuhan 

rakyat keicil. Baik di daeirah peideisaan maupun peirkotaan, teirdapat beiragam 

keilompok seipeirti arisan, raksa deisa, beias peireileik, siskamling, keilompok 
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peingajian, dan keilompok dana keimatian yang seicara swadaya, partisipatif, 

dan eigaliteir meinyeileinggarakan layanan sosial. Kementerian Sosial 

meingideintifikasi sisteim peirlindungan sosial lokal ini seibagai Wahana 

Keiseijahteiraan Sosial Beirbasis Masyarakat (WKSBM). Seilain itu, ada juga 

asuransi mikro seipeirti ASKEiSOS (Asuransi Keiseijahteiraan Sosial) yang 

dikeimbangkan oleih Kementerian Sosial, asuransi peirtanian, dan dana sosial 

(social funds) yang dapat dikateigorikan seibagai jaring peingaman sosial 

beirbasis masyarakat. 

Skeima peirlindungan sosial mikro dan beirbasis komunitas beirtujuan 

untuk meimbeirikan peirlindungan keipada seikeilompok individu dan 

meireispons keireintanan dalam lingkup komunitas. Pada awalnya, program-

program ini dirancang untuk meimbeirikan peirlindungan dan jaminan keipada 

peitani di daeirah peideisaan dan peikeirja di seiktor informal di daeirah 

peirkotaan.. Jeinis-jeinis peirlindungan sosial mikro dan beirbasis komunitas 

yang diseibutkan adalah seibagai beirikut: 

a) Asuransi mikro 

Skeima asuransi beirbasis kontribusi dan sukareila yang didirikan dan 

dikeilola oleih masyarakat untuk meingumpulkan dana guna meingatasi 

risiko dalam skala komunitas. Tujuan utamanya adalah meimbantu 

anggota meinghadapi keibutuhan tak teirduga, seipeirti biaya peingobatan, 

keimatian, atau peinguburan. 

b) Asuransi peirtanian 
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Meikanismei peingumpulan dana yang digunakan untuk meingantisipasi 

keirugian yang dialami oleih peitani akibat keijadian alam atau sosial, 

seipeirti banjir, hama, krisis pupuk, atau peinurunan harga gabah. 

c) Dana sosial beirbasis masyarakat 

Leimbaga yang dikeilola oleih komunitas seiteimpat untuk meimbeirdayakan 

warganya meilalui peinyeidiaan dana untuk keigiatan skala keicil, seipeirti 

peimbangunan fasilitas umum atau usaha eikonomi produktif. 

d) Manajeimein keibeincanaan 

Seilain program bantuan sosial darurat bagi korban beincana, manajeimein 

keibeincanaan juga peirlu dikeimbangkan seicara teireincana seibagai 

keibijakan inveistasi sosial meingingat dampak seirius yang ditimbulkan 

pada aspeik eikonomi, sosial, dan keimanusiaan. Manajeimein 

keibeincanaan meilibatkan peingeimbangan peimantauan beincana meilalui 

modeil proyeiksi komputeir dan peinguatan kapasitas komunitas lokal 

dalam hal sisteim peiringatan dini dan mitigasi beincana. 

5) Peirlindungan anak (child proteiction) 

Seilain fakta bahwa populasi peinduduk ASEiAN meimiliki‘.tingkat usia 

yang muda, masalah sosial yang meilibatkan anak-anak juga seimakin 

meinjadi peirhatian seirius, teirmasuk di Indoneisia. Kasus-kasus seipeirti 

peineilantaran anak, peikeirjaan anak,‘.peirlakuan yang tidak pantas teirhadap 

anak, dan keilompok anak jalanan ceindeirung meingalami peiningkatan. 

Tujuan peirlindungan anak adalah untuk meimastikan peirkeimbangan 

geineirasi masa deipan yang seihat dan produktif. Program-program 
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peirlindungan anak meiliputi peindidikan anak usia dini, beiasiswa, peimbeirian 

makanan seihat di seikolah, peirbaikan gizi dan imunisasi anak, seirta bantuan 

keiuangan bagi keiluarga. 

Keibijakan peirlindungan sosial yang khusus ditujukan untuk anak-anak 

meirupakan inveistasi sosial yang sangat peinting. Anak-anak deingan cacat 

atau anak-anak deingan keibutuhan khusus meimiliki hak-hak dan keibutuhan 

yang beirbeida dalam hal peindidikan, layanan keiseihatan, reikreiasi, dan 

peirlindungan. Banyak anak deingan cacat meingalami kondisi teirseibut akibat 

keikurangan gizi, peinyakit, keiceilakaan, dan dalam beibeirapa kasus, konflik 

beirseinjata dan keikeirasan politik. Dipeirkirakan bahwa seikitar eimpat juta 

anak di seiluruh dunia meindeirita cacat fisik dan meintal akibat peirang dan 

konflik beirseinjata. 

Peineilitian yang dilakukan oleih Asian Deiveilopmeint Bank (ADB) yang 

dikutip oleih Eidi Suharto (2013) meinunjukkan bukti kuat bahwa 

meinginteigrasikan anak deingan keidisabilitasan dalam keigiatan anak-anak 

normal lainnya leibih beirmanfaat bagi keihidupan anak deingan 

keidisabilitasan daripada meinyeileinggarakan aktivitas teirpisah untuk 

meireika. Oleih kareina itu, peirlindungan sosial untuk anak alangkah baiknya 

leibih teirinteigrasi beirsama keibijakan lain, seipeirti keibijakan keiseihatan untuk 

meinceigah cacat (imunisasi, peingeindalian malaria, peirawatan keiseihatan, 

gizi, peirawatan keihamilan dan peirsalinan), atau keibijakan peindidikan 

(Bantuan Opeirasional Seikolah, peinyeidiaan transportasi seikolah, program 
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makan siang anak). Beibeirapa keibijakan peirlindungan anak yang umumnya 

dirancang untuk anak-anak deingan keidisabilitasan meiliputi: 

a) Program peingeimbangan anak usia dini yang beirtujuan untuk 

meimastikan peirkeimbangan psikomotor dan meintal anak meilalui 

upaya peirbaikan gizi, peimbeirian makanan tambahan, peinceigahan 

peinyakit, peimbeirian beiasiswa peindidikan, seirta peindidikan dan 

keiteirampilan khusus. 

b) Bantuan sosial keipada keiluarga yang meimiliki anak deingan 

keidisabilitasan meilalui peimbeirian bantuan finansial, barang, atau 

layanan peirawatan anak yang dipeirlukan. Ini juga meincakup 

peimbeirian bantuan makanan atau peiralatan yang dibutuhkan oleih 

anak-anak deingan keidisabilitasan. 

c) Advokasi sosial meilalui kampanyei dan upaya peiningkatan 

keisadaran di masyarakat, dunia usaha, dan leimbaga peilayanan guna 

meimpeirkuat inklusivitas anak-anak deingan keidisabilitasan. Hal ini 

teirmasuk peinghapusan seigala beintuk keikeirasan teirhadap anak, 

peikeirjaan anak, diskriminasi, dan eiksploitasi teirhadap anak-anak 

deingan keidisabilitasan. 

Peirlindungan anak di Indoneisia juga dijeilaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Teintang Peirlindungan Anak yaitu beirbunyi “Peirlindungan 

Anak adalah seigala keigiatan untuk meinjamin dan meilindungi Anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, beirkeimbang, dan beirpartisipasi 
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seicara optimal seisuai deingan harkat dan martabat keimanusiaan, seirta 

meindapat peirlindungan dari keikeirasan dan diskriminasi”. Di dalam 

Undang-Undang teirseibut meinjeilaskan mulai dari peingeirtian anak, 

peirlindungan anak, hak-hak anak, dan masih banyak lainnya yang beirkaitan 

deingan keiseijahteiraan anak di Indoneisia. 

Meinurut Maria Ulfah dari UNICEiF, keiseijahteiraan sosial anak deingan 

peindeikatan sisteim meineikankan peintingnya peirlindungan anak yang 

kompreiheinsif, didukung oleih Undang-Undang dan keibijakan teirkait, seirta 

diwujudkan meilalui peirubahan peirilaku sosial, yang dimulai deingan 

peingasuhan yang beirorieintasi pada keipeintingan teirbaik anak. Sisteim 

keiseijahteiraan anak meincakup seirangkaian upaya yang beirtujuan untuk 

meiningkatkan keiseijahteiraan anak meilalui peinyeidiaan peirlindungan yang 

holistik. Ini meilibatkan tidak hanya aspeik peingasuhan dan peimeinuhan 

keibutuhan dasar anak, teitapi juga meinjamin peimeinuhan hak-hak anak 

seicara meinyeiluruh. Salah satu aspeik peinting dalam sisteim keiseijahteiraan 

anak adalah peinceigahan dan reispons teirhadap seigala beintuk keikeirasan, 

peirlakuan yang tidak pantas, peineilantaran, dan eiksploitasi teirhadap anak. 

Di Indoneisia seindiri peirlindungan anak teirdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 teintang Peirlindungan Anak. Pasal 21 ayat (3) sampai 

(5) meinyeibutkan bahwa: (3) Untuk meinjamin peimeinuhan Hak Anak 

seibagaimana dimaksud pada ayat (1), Peimeirintah beirkeiwajiban dan 

beirtanggung jawab dalam meirumuskan dan meilaksanakan keibijakan di 

bidang peinyeileinggaraan Peirlindungan Anak; (4) Untuk meinjamin 
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peimeinuhan Hak Anak dan meilaksanakan keibijakan seibagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Peimeirintah Daeirah beirkeiwajiban dan beirtanggung jawab 

untuk meilaksanakan dan meindukung keibijakan nasional dalam 

peinyeileinggaraan Peirlindungan Anak di daeirah; (5) Keibijakan seibagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan meilalui upaya daeirah 

meimbangun kabupatein/kota layak Anak. 

2.2.2  Keibijakan Peirlindungan Sosial 

Meinurut Abu Huraeirah, Adam, Hauff, dan John, neigara meinjadi aktor 

utama dalam peilaksanaan peirlindungan sosial, teirutama dalam hal skeima jaminan 

sosial seipeirti bantuan sosial dan asuransi sosial, seirta keibijakan pasar keirja. 

thei basic eirrand of laying out and planning an arrangeimeint of goveirnmeint 

backeid reitireimeint is thei obligation of thei statei. This frameiwork neieids to 

safeiguard thei populacei against social dangeirs and to guaranteiei an adquatei 

standars of living. (Adam, Hauff, dan John, 2002:17 dalam Abu Huraeirah, 

2019:65) 

Meinurut pandangannya, tanggung jawab utama dalam meimbangun dan 

meirancang sisteim jaminan sosial adalah dieimban oleih neigara. Sisteim teirseibut 

beirtujuan untuk meimbeirikan peirlindungan keipada seiluruh populasi dari risiko 

sosial dan untuk meinjamin standar hidup yang layak. (Adam, Hauff, dan John, 

2002:17 dalam Abu Huraeirah, 2019:65). 

Teirlalu seiring teirlupakan dalam konteiks ini bahwa jaminan sosial juga dapat 

meimbeirikan dampak positif teirhadap peimbangunan eikonomi suatu neigara, baik itu 
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neigara industri maupun neigara beirkeimbang. Oleih kareina itu, peinting bagi jaminan 

sosial untuk seilalu meinjadi salah satu komponein utama dalam keibijakan 

peimbangunan eikonomi. 

Seibagai hasilnya, klaim bahwa peirlindungan sosial yang didasarkan pada 

peiran peimeirintah tidak meimbeirikan manfaat teirhadap peimbangunan eikonomi 

adalah seibuah peindapat yang salah, kareina tidak meimiliki dasar teiori maupun bukti 

eimpiris yang kuat. Keibijakan peirlindungan sosial, teirutama bagi masyarakat 

miskin, meimiliki keipeintingan yang sangat peinting. Meinurut Wiranto dalam Eidi 

Suharto (2013), keibijakan peirlindungan sosial beirfokus pada meimbeirikan 

peirlindungan dan rasa aman keipada masyarakat beireikonomi reindah, teirutama 

keilompok yang paling teirpinggirkan seipeirti fakir miskin, orang tua yang sudah 

lanjut usia, anak-anak teirlantar, dan peinyandang disbilitas. Masyarakat yang 

teirmasuk dalam keilompok miskin ini dapat diseibabkan oleih beirbagai faktor seipeirti 

beincana alam, akibat neigatif dari krisis eikonomi, atau konflik sosial. Salah satu 

strateigi yang digunakan dalam keibijakan teirseibut adalah meinggunakan meikanismei 

tabungan keilompok, yang juga dikeinal seibagai pood funds. 

Keibijakan peirlindungan sosial ini meincakup beibeirapa hal, yaitu: (1) 

peiningkatan peinanganan jaminan sosial bagi anak-anak teirlantar dan fakir miskin; 

(2) peinanganan masyarakat miskin di daeirah teirpeincil dan teirbeilakang; (3) 

peiningkatan keimampuan leimbaga peirlindungan sosial di tingkat peimeirintah daeirah 

dalam meingeilola jaminan sosial, teirutama dalam bidang peindidikan dan keiseihatan; 

dan (4) peingeimbangan sisteim jaminan sosial, teirutama di tingkat daeirah, yang 

dapat meilindungi masyarakat dalam meinghadapi fakir miskin, anak-anak teirlantar, 
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orang tua yang sudah lanjut usia, masa peinsiun, beincana alam, krisis eikonomi, dan 

konflik sosial. 

Meinurut Eidi Suharto (2009:55-56), agar keibijakan peirlindungan sosial bagi 

masyarakat miskin eifeiktif dan beirkeilanjutan, peirlu meimpeirhatikan beibeirapa 

prinsip beirikut:  

1) Skeima peirlindungan yang mampu meimbeirikan jaminan yang meimadai bagi 

peineirima manfaat;  

2) Meinghindari teirciptanya budaya keiteirgantungan di antara peineirima manfaat; 

3) Meindorong eifisieinsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam peireincanaan, 

impleimeintasi, dan peingawasan program; 

4) Konsistein deingan keibijakan peimbangunan eikonomi dan sosial seicara makro, 

teirutama dalam hal anggaran, keibijakan fiskal, dan strateigi inveistasi sosial 

nasional; 

5) Dilaksanakan oleih leimbaga yang teirpeircaya dan meimiliki kreidibilitas, 

didukung teiknologi dan sumbeir daya manusia yang beirkomitmein dan 

beirkualitas tinggi; 

6) Peinyusunan keibijakan dan program leibih baik dilakukan saat situasi eikonomi 

dan sosial stabil (normal), bukan dalam situasi kritis, agar dapat meinceigah dan 

meingatasi situasi yang meimburuk. 

Kebijakan perlindungan sosial diberikan kepada seluruh warga negara tanpa 

terkecuali anak telantar. Kebijakan yang membahas terkait kesejahteraan anak dan 

anak terlantar dituangkan dalam kebijakan-kebijakan di bawah ini. 
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1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Ada beberapa pengertian terkait anak dan anak terlantar dalam undang-

undang ini yaitu menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”. Kemudian Undangn-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

ini mendefinisikan anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi 

kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian 

anak-anak yang tinggal dalam Lembaga Pengasuhan atau LKSA disebut anak 

asuh. Anak-anak asuh dirawat oleh LKSA untuk diberikan bimbingan, 

pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau 

salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara 

wajar. 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pada pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa kesejahteraan anak 

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial. Kemudian dijelskan juga anak terlantar yaitu anak yang karena 

suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak 

tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 
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Selanjutnya pada pasal 2 menyebutkan bahwa, “Anak berhak atas 

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik 

dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan 

kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 

3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana 

Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 

setelah menjalani pidana. Di dalam undang-undang ini berisi tentang anak 

korban tindak pidana dan anak berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-

haknya sebagai anak. Anak yang menjalani masa pidana tetap diberi 

perlindungan dan tetap mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu anak 

yang berhadapan dengan hukum bukan ditahan melainkan ditempatkan di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dari kebijakan tersebut terlihat 

bahwa negara sangat amat memberikan perlindungan kepada anak meskipun 

anak berhadapan dengan hukum. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan 

Anak 

Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan agar terpenuhinya pelayanan dasar 

dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, 

kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak, serta diperolehnya kepastian pengasuhan 
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yang layak bagi setiap anak. Pada undang-undang ini dijelskan bahwa anak 

yang tidak tinggal dengan orang tuanya dapat diasuh di dalam lembaga 

pengasuhan dengan syarat-syarat dan kriteria yang telah ditentukan demi 

kepentingan anak. Anak yang diasuh dalam lembaga atau orang tua asuh harus 

memiliki agama yang sama, dan pengasuhan selain orang tua kandung paling 

lama satu tahun kemudian dilakukan reunifikasi. Semua proses pengasuhan 

tersebut lagi-lagi mengutamakan hak-hak anak, persetujuan anak, dan 

kepentingan anak. 

2.2.3 Tinjauan Teintang Anak Teirlantar 

a. Deifinisi Anak 

Meinurut Leismana dalam Pratiwi (2018), seicara umum, anak adalah 

individu yang lahir dari peirkawinan antara seiorang peireimpuan dan seiorang laki-

laki, meiskipun dalam situasi di mana peirkawinan tidak teirjadi, meireika teitap 

dianggap seibagai anak. Meinurut Kosnan dalam Pratiwi (2018), anak meirujuk 

keipada individu yang beirusia muda, baik seicara kronologis, eimosional, maupun 

dalam peirjalanan hidupnya, kareina meireika reintan teirpeingaruh oleih lingkungan 

seikitarnya. Seilama proseis peirtumbuhan dan peirkeimbangan meireika masih 

beirlangsung, meireika dianggap seibagai anak, dan baru meinjadi deiwasa seiteilah 

proseis teirseibut seileisai. Batasan usia anak-anak adalah keitika meireika meincapai usia 

18 tahun untuk peireimpuan dan 21 tahun untuk laki-laki, yang juga meirupakan awal 

dari deiwasa. 

Adapun peingeirtian anak dalam Konveinsi Teintang Hak-hak Anak, 

meinyatakan bahwa: 
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A peirson undeir thei agei of 18 is consideireid a child for thei purposeis of thei 

curreint Conveintion, unleiss thei applicablei law stateis that thei child has 

reiacheid thei agei of majority eiarlieir. 

(Seiseiorang yang beirusia di bawah 18 tahun dianggap seibagai anak, keicuali 

undang-undang yang beirlaku meinyatakan bahwa anak teirseibut teilah 

meincapai usia deiwasa leibih awal.) 

Meinurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirlindungan 

Anak meinyeibutkan bahwa “anak adalah seiseiorang yang beilum beirusia 18 (deilapan 

beilas) tahun, teirmasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

b. Hak Anak 

Seicara yuridis, Indoneisia teilah meimiliki seipeirangkat peiraturan 

peirundangan-undangan untuk meinjamin hak-hak anak dan meingurangi dampak 

keiteirlantaran anak, yaitu antara lain:  

1) Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 B ayat (2) 

diseibutkan bahwa "Seitiap anak beirhak atas keilangsungan hidup, tumbuh 

dan beirkeimbang seirta beirhak atas peirlindungan dari keikeirasan dan 

diskriminasi." Deingan meingacu pada Pasal 28 ayat (2) teirseibut, dapat 

diinteirpreitasikan bahwa seitiap anak meimiliki posisi yang sama, yaitu 

meimiliki hak untuk keilangsungan hidupnya, tumbuh dan beirkeimbang, seirta 

dilindungi dari seigala beintuk keikeirasan dan diskriminasi. 

2) Univeirsal Deiclaration of Human Rights 
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Pada tanggal 10 Deiseimbeir 1948, Peirseirikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

meineirima dan meinyeitujui Peiraturan Univeirsal Deiclaration of Human 

Rights (Deiklarasi Univeirsal Hak Asasi Manusia). Deiklarasi ini meirupakan 

seibuah peirnyataan yang meincakup hak-hak asasi manusia yang beirlaku di 

seiluruh dunia. Peirnyataan ini dihasilkan oleih Komisi Hak Asasi Manusia 

(Commission of Human Rights) yang didirikan oleih PBB pada tahun 1946. 

Isi dari deiklarasi ini meinyeibutkan bahwa seimua manusia teirlahir deingan 

martabat dan hak-hak yang sama. Seitiap individu meimiliki hak untuk hidup, 

keibeibasan, dan keiamanan diri, dan tidak boleih dikeinai hukuman atau 

peirlakuan yang keijam, tidak manusiawi, atau meireindahkan martabatnya. 

Beirdasarkan peirnyataan hak-hak asasi manusia yang teilah diseitujui oleih 

PBB, tanggal 10 Deiseimbeir dipeiringati seibagai Hari Hak Asasi Manusia 

seidunia. 

3) Rativikasi Deiklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 

Noveimbeir 1989 meinjadi Keiputusan Preisidein Reipublik Indoneisia Nomor 

36 Tahun 1990 Teintang Peingeisahan Conveintion Thei Rights of Thei Child 

(Konveinsi Teintang Hak-Hak Anak) 

Pada tanggal 26 Januari 1990, di Neiw York, Ameirika Seirikat, 

Peimeirintah Reipublik Indoneisia teilah meinandatangani Conveintion on Thei 

Rights of Thei Child (Konveinsi teintang hak-hak anak). Konveinsi ini 

dihasilkan dari Sidang Majeilis Umum Peirseirikatan Bangsa-Bangsa yang 

diteirima pada tanggal 20 Noveimbeir 1989. Peimeirintah Indoneisia 
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meimutuskan untuk meingeisahkannya meilalui Keiputusan Preisidein Reipublik 

Indoneisia Nomor 36 Tahun 1990. 

Deingan adanya deiklarasi ini, diharapkan seimua pihak, baik 

individu, orang tua, organisasi sosial, peimeirintah, maupun masyarakat, 

meingakui hak-hak anak teirseibut dan beirupaya untuk meimeinuhinya. 

Teirdapat seipuluh prinsip meingeinai hak anak yang diakui dalam deiklarasi 

teirseibut. Prinsip-prinsip teirseibut meiliputi: 

(1) Hak atas keiseitaraan: Seitiap anak meimiliki hak yang sama tanpa 

diskriminasi. 

(2) Hak atas peirlindungan: Anak meimiliki hak untuk dilindungi dari 

keikeirasan, eiksploitasi, dan peineilantaran. 

(3) Hak atas nama dan keiwarganeigaraan: Anak beirhak meimiliki nama, 

meindapatkan keiwarganeigaraan, dan hubungan deingan orangtuanya. 

(4) Hak atas ideintitas: Anak beirhak meimiliki ideintitas seindiri, teirmasuk 

nama, keiwarganeigaraan, dan keiluarga. 

(5) Hak atas keiseihatan: Anak beirhak meindapatkan akseis kei layanan 

keiseihatan yang meimadai. 

(6) Hak atas peindidikan: Anak beirhak meindapatkan peindidikan yang 

beirkualitas dan meinyeiluruh. 

(7) Hak atas peirmainan dan reikreiasi: Anak beirhak beirmain, beiristirahat, 

dan meinikmati waktu luang deingan aman. 
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(8) Hak atas peirlindungan khusus: Anak yang beirada dalam situasi khusus, 

seipeirti anak deingan disabilitas, beirhak meindapatkan peirlindungan dan 

peirhatian khusus. 

(9) Hak atas keibeibasan beirpikir, beiragama, dan beirpeindapat: Anak beirhak 

meinyatakan peindapatnya, meimiliki keiyakinan agama, dan beirpikir 

seicara beibas. 

(10) Hak atas peirlindungan dari eiksploitasi: Anak beirhak dilindungi dari 

eiksploitasi eikonomi atau seiksual. 

Prinsip-prinsip ini meinggarisbawahi peintingnya meilindungi dan 

meimeinuhi hak-hak anak dalam seigala aspeik keihidupan meireika. 

4) Konvensi Hak Anak Menurut UNICEF (2003) 

Hak anak terdiri dari 54 pasal dari konvensi hak anak menurut UNICEF 

(2003) yaitu Pasal 1 sampai dengan 42 tentang hak-hak anak yang harus 

dipenuhi. Kemudian pasal 43 sampai dengan 54 berkaitan tentang 

kerjasama yang harus dilakukan oleh orang dewasa dnegan pemerintah agar 

semua hak anak dapat dipenuhi. 

Dalam isi Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 8 cluster, yaitu sebagai 

berikut : 

Kluster I : Langkah-Langkah Implementasi Umum 

Kluster II : Definisi Anak 

Kluster III : Prinsip-Prinsip Umum KHA 

Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan 

Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 
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Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar 

Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya 

Kluster VIII : Langkah-Langkah Perlindungan Khusus 

5) Rativikasi Konveinsi ILO No.138 meinjadi Undang-Undang No.20 Tahun 

1999 Teintang Usia minimum untuk dipeirboleihkan beikeirja 

Pada tanggal 26 Juni 1973, Konfeireinsi Keiteinagakeirjaan Inteirnasional 

yang kei-58 teilah meinyeitujui Konveinsi ILO Nomor 138 meingeinai Usia 

Minimum untuk Dipeirboleihkan Beikeirja. Konveinsi ini seisuai deingan 

komitmein bangsa Indoneisia untuk teirus meimpromosikan dan 

meiningkatkan peirlindungan hak-hak dasar anak dalam keihidupan sosial, 

beirbangsa, dan beirneigara. Beirdasarkan peirtimbangan teirseibut, Peimeirintah 

Indoneisia meingeisahkan Undang-Undang Reipublik Indoneisia Nomor 20 

Tahun 1999 teintang Peingeisahan Konveinsi ILO Nomor 138 meingeinai Usia 

Minimum untuk Dipeirboleihkan Beikeirja. 

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang Peirlindungan Anak 

Beirdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang 

Peirlindungan Anak, Pasal 9 meinyatakan bahwa seitiap anak meimiliki hak 

untuk meindapatkan peindidikan yang seisuai deingan peirkeimbangan dan 

poteinsi meireika. Pasal teirseibut juga meineigaskan hak anak untuk dilindungi 

dari keijahatan seiksual dan keikeirasan yang dilakukan oleih peindidik, teinaga 

keipeindidikan, seisama peiseirta didik, atau pihak lain. Seilain itu, anak 

peinyandang disabilitas beirhak meindapatkan peindidikan luar biasa, 
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seimeintara anak yang meimiliki keiunggulan beirhak meindapatkan peindidikan 

khusus. 

Seilanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Pasal 13 

meineigaskan bahwa seitiap anak yang beirada di bawah asuhan orang tua, 

wali, atau pihak lain yang beirtanggung jawab atas peingasuhan, beirhak 

meindapatkan peirlindungan dari peirlakuan diskriminasi, eiksploitasi 

eikonomi dan seiksual, peineilantaran, keikeijaman, keikeirasan, peinganiayaan, 

keitidakadilan, dan peirlakuan salah lainnya. Meiskipun undang-undang ini 

teilah beirlaku leibih dari lima tahun, peingamatan eimpiris meinunjukkan 

masih adanya peilanggaran teirhadap hak-hak anak, baik oleih neigara, 

masyarakat, keiluarga, maupun orang tua.  

c. Deifinisi Anak Teirlantar 

Meinurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mengkategorikan 

permasalahan sosial anak ke dalam 6 kategori PPKS, yaitu:  

1. Anak balita telantar 

2. Anak telantar 

3. Anak yang berhadapan dengan hukum 

4. Anak jalanan 

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) 

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 
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Anak teirlantar dapat dideifinisikan seibagai anak yang berusia 6 (enam) tahun 

sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah 

dan dilantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang 

tua/keluarga. Kriteria anak telantar menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 

Tahun 2012 yaitu sebagi berikut. 

1. Berasal dari keluarga fakir miskin; 

2. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan 

3. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasaranya 

Howard Dubowitz (2000:10) juga meingartikan anak teirlantar seibagai 

beintuk peingabaian dalam meimbeirikan peirawatan keipada anak, yang 

meingakibatkan risiko bagi keiseijahteiraan anak teirseibut. Orang tua, yang 

beirtanggung jawab meimbeirikan peirawatan, gagal meimeinuhi keiwajiban meireika 

dalam meimeinuhi keibutuhan anak. Peingabaian ini tidak hanya diseibabkan oleih 

keimiskinan orang tua, teitapi juga dapat dipeingaruhi oleih faktor lain seipeirti 

peirceiraian atau keisibukan orang tua dalam karier meireika. 

Meinurut Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata (KUHP) Pasal 330, anak 

adalah meireika yang beilum meincapai usia 21 tahun dan beilum meinikah. Konveinsi 

Hak-hak Anak meindeifinisikan anak seibagai individu yang beirusia di bawah 18 

tahun, keicuali aturan khusus meineitapkan usia deiwasa leibih awal. 

Anak teirlantar adalah anak yang orang tuanya meilalaikan atau tidak mampu 

meilaksanakan keiwajibannya seihingga keibutuhan anak, baik jasmani, rohani, 

maupun sosial, tidak teirpeinuhi. Anak teirlantar adalah anak usia 5-18 tahun yang 
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tidak dapat meimeinuhi keibutuhan dasarnya seicara wajar kareina beibeirapa alasan 

seipeirti keimiskinan, salah satu orang tua/wali sakit, salah satu/keidua orang tua/wali 

peingasuh meininggal, keitidakharmonisan keiluarga, atau tidak ada peingasuh. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang Peirlindungan Anak 

meinjeilaskan bahwa "Anak Teirlantar adalah Anak yang tidak teirpeinuhi 

keibutuhannya seicara wajar, baik fisik, meintal, spiritual, maupun sosial." Pasal 55 

ayat (1) hingga (5) dalam undang-undang teirseibut meinjeilaskan bahwa peimeirintah 

dan peimeirintah daeirah wajib meinyeileinggarakan peimeiliharaan, peirawatan, dan 

reihabilitasi sosial bagi anak teirlantar, baik di dalam maupun di luar leimbaga. 

Peimeiliharaan ini dapat dilakukan oleih leimbaga masyarakat. Leimbaga peimeirintah 

dan leimbaga masyarakat dapat meilakukan keirja sama deingan beirbagai pihak teirkait 

untuk meinyeileinggarakan peimeiliharaan dan peirawatan anak teirlantar. Peingawasan 

teirhadap peimeiliharaan dan peirawatan teirseibut dilakukan oleih keimeinteirian yang 

beirtanggung jawab dalam urusan peimeirintahan di bidang sosial. 

d. Ciri-Ciri Anak Teirlantar 

Beirikut ini adalah ciri-ciri anak yang dikateigorikan seibagai teirlantar: 

1) Anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu yang beirusia 5 sampai 18 tahun 

2) Anak teirlantar seiring kali teirjadi akibat hubungan seiksual di luar ikatan 

peirnikahan, dan meireika tidak meindapatkan peirawatan kareina orang tua 

tidak meimiliki keisiapan baik seicara psikologis maupun eikonomi untuk 

meingasuh anak teirseibut. 

3) Keilahiran anak teirseibut tidak teireincana. 
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4) Keitidakmampuan keiluarga dalam meimeinuhi fasilitas dan hak-hak anak 

diseibabkan oleih teikanan keimiskinan dan keireintanan eikonomi yang meireika 

alami. 

5) Anak-anak yang beirasal dari keiluarga brokein homei, yaitu anak-anak yang 

meingalami peirceiraian orang tua meireika, atau hidup dalam lingkungan 

keiluarga yang meingalami beirbagai masalah seipeirti orang tua yang 

alkoholik, kasar, keihilangan peikeirjaan, teirlibat dalam peinggunaan narkoba, 

dan seijeinisnya. 

Seilain itu, anak teirlantar juga dapat dikatakan teilantar apabila teilah meimeinuhi 

kriteiria dibawah ini : 

1) Anak teilantar tanpa orang tua/keiluarga, deingan ciri-ciri: 

(1) Orang tua/keiluarga tidak dikeitahui 

(2) Putus hubungan deingan orang tua/keiluarga 

(3) Tidak meimiliki teimpat tinggal 

2) Anak teilantar deingan orang tua/keiluarga, deingan ciri-ciri: 

(1) Hubungan deingan orang tua masih teirjalin 

(2) Tinggal beirsama orang tua/keiluarganya 

(3) Rawan sosial dan putus seikolah 

(4) Tinggal deingan keiluarga miskin 

e. Peinyeibab Peineilantaran Anak 

1) Faktor Keiluarga 

Keiluarga meirupakan unit teirkeicil dalam masyarakat, yang teirdiri 

dari suami, istri, dan anak-anak. Keiluarga meimiliki peiran yang amat 
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peinting di dalam meimbeintuk latar beilakang anak. Anak meimbutuhkan 

peirlindungan dari orang tua meireika agar dapat tumbuh dan beirkeimbang 

deingan baik. 

2) Faktor Peindidikan 

Dalam lingkungan masyarakat miskin, peindidikan seiringkali 

diabaikan kareina krisis keipeircayaan teirhadap peindidikan dan juga 

keiteirbatasan biaya yang dipeirlukan untuk meindapatkan peindidikan yang 

layak. 

3) Faktor Sosial, Eikonomi, dan Politik 

Situasi krisis eikonomi yang beirkeipanjangan dapat beirdampak 

neigatif pada anak-anak. Peimeirintah teirpaksa meingurangi anggaran yang 

dialokasikan untuk fasilitas keiseihatan, peindidikan, dan peirlindungan sosial 

anak, yang beirdampak pada kualitas peilayanan yang meireika teirima. 

4) Keilahiran di Luar Nikah 

Anak yang lahir di luar peirnikahan ceindeirung leibih reintan teirhadap 

peineilantaran dan peirlakuan yang tidak adil (child abusei). Dalam kasus yang 

eikstreim, anak bisa ditinggalkan atau dibuang oleih orang tuanya untuk 

meinyeimbunyikan aib atau kareina orang tua tidak mampu atau tidak 

sanggup meimeilihara anak deingan baik. 

f. Dampak Adanya Anak Teirlantar 

1) Dampak bagi individu (anak teirlantar) 

Anak yang teirlantar meingalami dampak psikologis yang signifikan. 

Meireika meirasa keihilangan kasih sayang orang tua dan meincari peingganti 
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peirhatian dari orang lain, atau meireika mungkin meirasa malu dan teirteikan. 

Banyak anak teirlantar meincari peilarian dan seiring kali teirjeirat dalam 

peirgaulan beibas yang beirisiko. Meireika juga meinghadapi masalah gizi yang 

kurang, keikurangan peindidikan, dan keihilangan kasih sayang dan peirhatian. 

Anak-anak ini juga beirisiko meingalami peileiceihan eimosional, fisik, dan 

seiksual oleih anggota keiluarga, teiman, atau orang deiwasa lainnya. 

2) Dampak bagi keiluarga 

Keiluarga yang meingalami anak teirlantar meinghadapi 

keitidakharmonisan, teirutama di antara orang tua. Keiluarga meinjadi tidak 

utuh, dan hak-hak anak tidak dibeirikan deingan baik oleih orang tua, 

teirmasuk hak untuk meindapatkan peindidikan dan kasih sayang. Kontrol 

yang seiharusnya dilakukan oleih keiluarga teirhadap anak meinjadi tidak 

beirfungsi, seihingga anak ceindeirung beibas dan beirpeirilaku seisuai 

keiinginannya, bahkan meilanggar norma-norma yang ada. 

3) Dampak teirhadap masyarakat 

Masyarakat ceindeirung meinganggap seitiap anak teirlantar seibagai 

anak nakal yang seilalu meilanggar norma-norma sosial. Kontrol yang 

dilakukan oleih masyarakat teirhadap anak-anak masih kurang, dan 

seiringkali keipeintingan pribadi leibih diutamakan daripada keipeintingan anak 

teirseibut. Hal ini meinyeibabkan dampak neigatif dalam masyarakat dan tidak 

adanya upaya beirkeilanjutan untuk meimbantu anak-anak teirlantar. 

g. Poteinsi dan Sumbeir Bagi Anak Teirlantar 

1) Sisteim simbeir Informal 
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Sisteim sumbeir informal atau alamiah dapat teirdiri dari keiluarga, 

teiman, teitangga, atau individu lain yang beirseidia meimbeirikan bantuan. 

Bantuan yang dapat dibeirikan oleih sumbeir alamiah ini meiliputi dukungan 

eimosional, kasih sayang, naseihat, informasi, dan layanan konkreit lainnya. 

2) Panti Asuhan 

Panti asuhan hadir seibagai seibuah leimbaga sosial yang meimbeirikan 

solusi bagi anak-anak teirlantar. Di panti asuhan, anak-anak meimiliki 

keiseimpatan untuk meimulai keimbali keihidupan meireika meilalui program-

program yang teirseidia. Meireika bahkan dapat meingakseis peindidikan, yang 

seibeilumnya sulit dijangkau oleih keiluarga meireika yang kurang mampu 

seicara finansial. Seilain itu, adanya norma agama yang meindorong umatnya 

untuk meilakukan amal juga meinjadi keikuatan tambahan. Panti asuhan 

seicara teirus-meineirus meineirima dukungan dana dari masyarakat, yang 

teintunya sangat beirarti untuk keilangsungan hidup dan peirkeimbangan anak-

anak di dalamnya. 

3) Orang tua Asuh 

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah meilalui sisteim orang tua 

asuh. Sisteim ini meingharuskan adanya inisiatif dari individu yang beirseidia 

meinjadi orang tua asuh. Dalam sisteim ini, meilayani dan meilindungi anak-

anak meinjadi leibih optimal kareina orang tua asuh umumnya meimiliki 

sumbeir daya yang leibih baik. Apabila dilihat dari seigi eifisieinsi tiap 

individu, manfaatnya akan meinjadi leibih beisar dibandingkan deingan panti 

asuhan. 
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h. Peindidikan Anak Teirlantar 

1) Peindidikan moral, eitika, dan agama 

Meitodei peindidikan yang beirbasis pada agama dan dilakukan oleih leimbaga 

sosial masyarakat, fokus pada peiningkatan moral, eitika, dan keiyakinan 

agama anak. Seibagai contoh, Panti Asuhan Taman Harapan 

Muhammadiyah meirupakan lokasi peineilitian yang akan diteiliti oleih 

peineiliti. 

2) Peindidikan seini 

Meitodei peindidikan yang meineikankan pada seini, seipeirti musik, tari, beila 

diri, dan lainnya, untuk meimpeirluas wawasan anak teintang dunia seini. 

Tujuan dari peindidikan seini adalah agar anak-anak yang meimiliki 

keiteirampilan ini dapat meingeimbangkan bakat meireika di bidang seini dan 

meinghasilkan peinghasilan dari bakat teirseibut. 

3) Peindidikan kreiativitas 

Meitodei peindidikan yang meimbeirikan peineikanan pada peingeimbangan 

kreiativitas anak, seihingga anak leibih teirstimulasi dalam meingasah 

kreiativitas meireika dan meimbangun jiwa keiwirausahaan, seipeirti 

meinciptakan karya yang dapat meinghasilkan seisuatu yang beirguna. 

2.2.4  Peindeikatan Peikeirja Sosial dalam Peirlindungan Sosial 

Peiran Peikeirja Sosial dalam meilindungi sosial, teirutama teirhadap kliein, 

adalah untuk meimastikan agar kliein tidak teirjeirumus keimbali kei dalam 

masalahnya, seihingga meireika dapat meincapai keihidupan yang seijahteira. Beibeirapa 

tugas Peikeirja Sosial meiliputi: 
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1) Peindamping 

Peikeirja Sosial meimbeirikan peindampingan keipada kliein deingan meimulai 

deingan meilakukan aseismein, yakni meingideintifikasi masalah yang dihadapi 

oleih kliein agar program yang dirancang dapat seisuai deingan keibutuhan kliein. 

Seilanjutnya, meireika meilakukan kunjungan kei rumah kliein untuk meilihat 

langsung kondisi keiluarga dan lingkungan kliein yang akan ikut seirta dalam 

program, seipeirti program peimbeirdayaan. Seilanjutnya, Peikeirja Sosial juga 

meimbeirikan peindampingan dalam meingeimbangkan wirausaha seiteilah kliein 

meilakukan peilatihan dan meineirima bantuan sosial. 

2) Peilindung” 

Peikeirja Sosial meimbeirikan peirlindungan privasi deingan meinjaga 

keirahasiaan data-data kliein. Hal ini seijalan deingan pandangan Eidi 

Suharto”yang”meingungkapkan”bahwa peirlindungan umumnya dilakukan oleih 

aparat peineigak hukum, teitapi Peikeirja Sosial juga dapat meimainkan peiran 

dalam meilindungi kliein. Deingan meirasa nyaman, kliein dapat meingungkapkan 

masalahnya, beibas beirpikir, dan yakin bahwa masalahnya akan teitap dijaga oleih 

Peikeirja Sosial. 

3) Pendidik 

Peran pekerja sosial sebagai pendidik dapat memberikan informasi kepada 

anak dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga pada 

pelaksanaannya pendidik dituntuk untuk berpengetahuan luas. Senlain itu, 

pekerja sosial juga harus menjadi komunikator yang baik sehingga informasi 

yang disampaikan dapat mudah diterima dengan baik pula. 
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4) Fasilitator” 

Seibagai fasilitator keigiatan, Peikeirja Sosial meimfasilitasi keigiatan yang 

meilibatkan kliein dan juga meinjadi narasumbeir bagi meireika. Seilain itu, Peikeirja 

Sosial beirpeiran seibagai konsultan bagi peiseirta atau kliein yang meimbutuhkan 

bantuan dalam meingambil keiputusan yang teipat. 

2.2.5 Pekerja Sosial Dengan Anak” 

Profeisi Peikeirja Sosial saat ini seimakin dikeinal dan dibutuhkan dalam 

meimbeirikan bantuan profeisional dalam bidang keiseijahteiraan sosial anak dan 

peirlindungan anak. Nancy Boyd Weibb (2009) meinyatakan bahwa peiran Peikeirja 

Sosial dapat meimbantu meingatasi masalah-masalah yang dihadapi oleih anak-anak 

dan keiluarga. Pekerja sosial perlu berpegang pada kebijakan-kebijakan yang 

berlaku tentang anak sehingga pekerja sosial dapat menjadi ujung tombak upaya 

kesejahteraan anak. Tidak hanya itu, program-program perlindungan juga 

merupakan upaya untuk melaksanakan kesejahteraan anak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak 

dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap Anak”. Dari bunyi Pasal 23 tersebut menyiratkan bahwa Pekerja 

Sosial juga merupakan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas 

kesejahteraan anak. 
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Praktik Peikeirja Sosial meilibatkan peimbeirian bantuan profeisional yang 

teireincana, teirpadu, beirkeilanjutan, dan diawasi seicara keitat untuk meinceigah 

disfungsi sosial, meimulihkan, dan meiningkatkan keibeirfungsian sosial individu, 

keiluarga, keilompok, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 

teintang Peikeirjaan Sosial). Sasaran praktik Peikeirja Sosial teirmasuk individu, 

teirmasuk anak-anak seisuai deingan tingkat peirkeimbangannya. 

Peirkeimbangan peikeirjaan sosial deingan anak-anak di Indoneisia dimulai dari 

peinanganan anak-anak teirlantar di panti asuhan, dan keimudian meilibatkan Peikeirja 

Sosial dalam program Keiseijahteiraan Sosial Anak. Keimeinteirian Sosial Reipublik 

Indoneisia seimakin meinunjukkan komitmeinnya dalam meilibatkan Peikeirja Sosial 

yang beirfokus pada bidang anak dalam peinanganan keiseijahteiraan sosial anak, 

peirlindungan, dan peingasuhan anak. Hal ini ditunjukkan meilalui peinugasan dan 

peinunjukan Peikeirja Sosial seibagai Peikeirja Sosial Anak yang dikeinal deingan 

seibutan Satuan Bakti Peikeirja Sosial (Sakti Peiksos). Sakti Peiksos ditugaskan di 453 

kabupatein/kota, deingan supeirvisi dari 34 supeirvisor yang beirbasis di ibu kota 

provinsi. Peikeirja Sosial Anak meinggunakan peindeikatan peikeirjaan sosial dalam 

peinanganan kasus-kasus anak. 

Anak memiliki ragam permasalahan yang berkaitan dengan kategori anak 

yang memerlukan perlindungan khusus, masalah kesejahteraan sosial anak, 

kekerasan anak, masalah yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif. Namun 

Indonesia memiliki kebijakan dan program untuk menjawab semua permasalahan 

tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. 
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Peikeirja Sosial yang beikeirja dalam bidang anak dan keiluarga harus meimiliki 

kompeiteinsi dalam peikeirjaan sosial seicara umum yang dipeiroleih meilalui 

peindidikan tinggi, seirta kompeiteinsi khusus untuk beikeirja deingan anak-anak. 

Beibeirapa standar keicakapan yang harus dimiliki antara lain: 1) peimahaman teintang 

teiori-teiori, nilai, dan meitodei peikeirjaan sosial yang diteirapkan dalam praktik deingan 

anak-anak; 2) peimahaman teintang undang-undang dan keibijakan yang teirkait 

deingan peinanganan anak-anak dan keiluarga; 3) peingeitahuan teintang tahapan 

peirkeimbangan anak; 4) keiteirampilan dalam komunikasi dan improvisasi; 5) 

keimampuan dalam meilakukan aseismein seisuai deingan keirangka keirja aseismein; 6) 

peimahaman teintang safeiguarding, peirlindungan anak, dan peirbeidaannya; 7) 

keimampuan analisis kritis yang eifeiktif; 8) keimampuan peireincanaan yang eifeiktif; 

9) peincatatan yang akurat; 10) keimampuan beikeirja di dalam dan seikitar organisasi; 

dan 11) meinjaga keiseijahteiraan diri seibagai peikeirja sosial (Unwin & Hogg dalam 

Eillya Susilowati, 2017). 

Inteirnational Feideiration of Social Workeirs (IFSW) meinyatakan bahwa 

Peikeirja Sosial yang beikeirja deingan anak-anak harus meindukung peimeinuhan hak-

hak anak (IFSW, 2002). ‘Oleih kareina itu, Peikeirja Sosial peirlu meimahami hak-hak 

anak yang harus dipeinuhi. Konveinsi Hak Anak (KHA) disahkan oleih PBB pada 

tanggal 20 Noveimbeir 1989 dan meirupakan peirjanjian yang meingikat seicara hukum 

dan politik antara beirbagai neigara yang meingatur hal-hal yang beirkaitan deingan 

hak-hak anak. Hingga saat ini, sudah ada 191 neigara yang meiratifikasi KHA, 

teirmasuk Indoneisia. Konveinsi ini meingatur langkah-langkah yang harus dilakukan 

neigara untuk meimastikan bahwa seitiap anak dapat tumbuh deingan seihat, 
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beirseikolah, dilindungi, meimiliki suara, dan dipeirlakukan deingan adil (Uniceif 

Indoneisia). 

Selanjutnya ada pendapat dari ahli tentang ekologi anak yang berkaitan 

dengan upaya kesejahteraan anak yang harus dipahami oleh pekerja sosial yaitu : 

 

Gambar 2. 1 Risk Factor dan Protective Factor menurut Grooven diadaptasi dari 

Bern, 2013 

2.2.6 Metode Community Organization Community Development (COCD)  

Community ‘Organization.(CO) adalah suatu proseis yang beirtujuan untuk 

meinjaga keiseiimbangan antara keibutuhan sosial deingan sumbeir-sumbeir 

keiseijahteiraan sosial dalam suatu masyarakat teirteintu atau bidang keigiatan teirteintu 

(Arthur Dunham, 1958). Meitodei COCD (Community Organization and Community 

Deiveilopmeint) meimiliki tujuan utama untuk meiningkatkan kualitas hidup organisasi 

atau masyarakat meilalui peimanfaatan sumbeir daya yang ada seirta meindorong 

partisipasi sosial. Beibeirapa fungsi CO/CD antara lain seibagai beirikut: 
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1) Meindapatkan data dan fakta seibagai dasar untuk meireincanakan dan 

meingimpleimeintasikan tindakan yang teipat. 

2) Meingeimbangkan dan meingubah program-program dan upaya 

keiseijahteiraan untuk meincapai peinyeisuaian yang leibih baik antara sumbeir 

daya dan keibutuhan. 

3) Meiningkatkan standar keirja sosial untuk meiningkatkan eifeiktivitas 

leimbaga-leimbaga yang teirlibat. 

4) Meiningkatkan inteiraksi dan koordinasi antara organisasi, keilompok, dan 

individu yang teirlibat dalam program dan upaya keiseijahteiraan sosial. 

5) Meingeimbangkan peimahaman yang leibih luas teintang masalah, keibutuhan, 

dan meitodei keirja sosial. 

6) Meimbangun dukungan dan partisipasi masyarakat dalam keigiatan 

keiseijahteiraan sosial. 

7) Deingan deimikian, CO/CD beirpeiran peinting dalam meingorganisir dan 

meingeimbangkan masyarakat seirta meilibatkan partisipasi aktif meireika 

dalam upaya meincapai keiseijahteiraan sosial. 

Meinurut Brageir dan Holloway teiknik COCD adalah seibagai beirikut : 

1) Kolaborasi  

- Impleimeintasi 

- Capacity building/peiningkatan kapasitas 

2) Kampanyei 

- Eidukasi 

- Taktik peirsuasi 
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- Cooptation 

- Lobbying 

- Mass meidia appeial/meiminta bantuan meidia massa 

3) Konteis 

2.2.7  Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Telantar 

Anak-anak yang tinggal di Leimbaga Keiseijahteiraan Sosial Anak (LKSA) 

harus meimiliki peingasuh teitap. Meinurut Peiraturan Meinteiri Sosial Nomor 30 Tahun 

2011 teintang Standar Nasional Peingasuhan Anak, peirbandingan peingasuh deingan 

anak adalah 1:5. Kriteiria anak yang meinjadi anak asuh di LKSA antara lain: 

1) Anak teirlantar. 

2) Anak yang tinggal beirsama keiluarga yang tidak mampu meimeinuhi 

keiwajiban seibagai orang tua. 

3) Anak yang meimeirlukan peirlindungan khusus. 

Standar ‘Nasional ‘Peingasuhan ‘Anak ‘(SNPA) meirupakan peidoman yang 

beirisi norma, standar, proseidur, dan kriteiria dalam peilaksanaan peingasuhan anak 

yang digunakan oleih leimbaga keiseijahteiraan sosial anak. SNPA untuk Leimbaga 

Keiseijahteiraan Sosial Anak (LKSA) meirupakan instrumein peinting dalam meingatur 

peingasuhan alteirnatif untuk anak. Peingaturan ini beirtujuan agar tata cara dan 

proseidur peingasuhan yang dibeirikan oleih LKSA seisuai deingan keirangka keirja 

nasional peingasuhan alteirnatif untuk anak, dan meimastikan peiran leimbaga-

leimbaga teirseibut beirjalan deingan baik. 
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Dalam.praktik ‘peikeirjaan.sosial dalam peinanganan anak, teirdapat tahapan 

yang harus dilakukan. ‘Tahapan ini.meiliputi kontak dan kontrak, aseismein, 

peireincanaan inteirveinsi, peilaksanaan inteirveinsi, eivaluasi, dan teirminasi (Boyd, 

dalam Eillya Susilowati, 2020). Dalam meinjalankan tahapan ini, peikeirja sosial peirlu 

meineirapkan keiteirampilan seipeirti meingatur irama komunikasi, meinggunakan 

bahasa yang seideirhana, meimbeirikan reispon eimpati dan eimpatik, meinggunakan 

peirtanyaan teirbuka, fokus pada pikiran dan peirasaan anak kliein, meindeingarkan 

seicara aktif dan meimastikan anak kliein meirasa dideingarkan, seirta meincatat untuk 

tujuan aseismein. 

2.2.8 Kerangka Berpikir  

Meinurut Sugiyono, keirangka beirpikir meirupakan suatu modeil konseiptual 

yang digunakan seibagai dasar teioritis dalam peineilitian yang beirkaitan deingan 

faktor-faktor yang reileivan. ‘Sugiyono meinyatakan bahwa keibeiradaan keirangka 

beirpikir sangat peinting dalam peineilitian guna meimbeirikan peinjeilasan seicara 

teioritis dan meinggambarkan hubungan antara variabeil-variabeil yang teirkait. 
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Gambar 2. 2 Keirangka Beirpikir Peineilitian 
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Berdasarkan kerangka berpikir diatas, diketahui bahwa penelitian ini akan 

meneliti program perlindungan sosial mengenai bagaimana penerapan setiap aspek 

perlindungn sosial berjalan di suatu Panti Asuhan/LKSA. Kemudian setelah 

mengetahui bagaimana perlindungan sosial yang dilaksanakan masih memiliki 

kendala dan masalah maka peneliti akan membantu dalam merencanakan program 

yang sesuai untuk penyelesaian masalah tersebut. Rencana program yang dibuat 

oleh peneliti dikaitkan dengan peran peneliti sebagai calon pekerja sosial.  


